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ABSTRAK 

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun 

demikian, dalam praktiknya, proses pengadaan kerap kali menjadi celah terjadinya 

berbagai bentuk kecurangan (fraud) yang berdampak pada kerugian keuangan 

negara serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi 

dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman 

serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian yang telah diterapkan untuk 

menangani permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis 

normatif, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan 

perundang-undangan, dan wawancara dengan aparatur terkait. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kecurangan yang umum terjadi antara lain 

praktik mark-up harga, kolusi antara pejabat dan penyedia, serta pemalsuan 

dokumen tender. Dalam penyelesaiannya, pemerintah daerah telah melakukan 

berbagai upaya, seperti penindakan melalui jalur hukum baik secara administratif, 

perdata, maupun pidana, serta memperkuat sistem pengawasan internal melalui 

optimalisasi teknologi informasi seperti e-Procurement. Meski demikian, tantangan 

utama masih terletak pada lemahnya pengawasan di tahap pelaksanaan kontrak dan 

rendahnya integritas sejumlah aparatur. Perlu adanya penguatan regulasi, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat dan 

lembaga pengawas independen guna menciptakan sistem pengadaan yang lebih 

bersih dan berintegritas. 

 

 

Kata Kunci: Fraud, Pengadaan Barang atau Jasa, Penyelesaian Hukum, 

Pemerintahan Kabupaten Sleman 
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ABSTRACT 

 

Government procurement of goods and services is a crucial aspect of efficient, 

transparent, and accountable public administration. However, in practice, the 

procurement process often becomes a loophole for various forms of fraud that result 

in state financial losses and diminish public trust in the government. This study 

aims to analyze the forms of fraud that occur in the procurement of goods and 

services within the Sleman Regency Government, as well as to evaluate the 

resolution mechanisms implemented to address these issues. The research employs 

a normative juridical, with data obtained through literature review, relevant 

legislation, and interviews with related government officials. The findings reveal 

that common forms of fraud include price mark-ups, collusion between officials and 

vendors, and falsification of tender documents. In response, the local government 

has undertaken several measures, including legal actions through administrative, 

civil, and criminal procedures, and strengthening internal control systems by 

optimizing information technology such as e-Procurement platforms. Nonetheless, 

major challenges persist, particularly in weak oversight during contract 

implementation and the low integrity of some officials. Therefore, it is essential to 

reinforce regulations, enhance human resource capacity, and involve the public and 

independent supervisory bodies to establish a cleaner and more integrity-driven 

procurement system. 

 

 

Keywords: Fraud, Procurement of Goods and Services, Legal Resolution, Sleman 

Regency Government 
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